
Sekda Ass 

PKR 

Sekretaris 

DPRD 

Ka. 

BPPKAD 

Kabag  

Hukum 

Kasubag 

PerUUan 

      

 

 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN  KEDUA ATAS  PERATURAN  BUPATI  NOMOR  46  TAHUN  2017 

TENTANG PERATURAN  PELAKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  

SAMPANG  NOMOR  8  TAHUN  2017  TENTANG  HAK  KEUANGAN  DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku untuk 

tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Sampang, perlu merubah Peraturan Bupati tentang  

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 8  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang     

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6396); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6673); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 

Nomor 8) 

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2017 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2020 Nomor 34); 

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 

Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SAMPANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8  Tahun 
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2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 46 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sampang  diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD; 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas 

bagi Pimpinan DPRD, maka dapat diberikan tunjangan transportasi; 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diberikan sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah)     

per bulan; 

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagamana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di :  Sampang 

Pada tanggal : 4 Januari 2021  

 

        BUPATI  SAMPANG, 

 

   ttd. 

         H. SLAMET JUNAIDI 
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Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal : 4 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

 ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19960711 198809 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR: 5 


